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Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak sekali masyarakat
khususnya para wanita yang ingin tampil cantik dengan mengkomsumsi
berbagai jenis kosmetik yang dijual dipasaran sehingga memicu para pelaku
usaha berlomba — lomba untuk membuat produk kosmetik dengan cara yang
tidak dibenarkan oleh peraturan perundang — undang guna memperoleh
keuntungan yang sebesar — besarnya. Oleh karna itu, penelitian ini membahas
permasalahan bagaimana penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta
Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal kemudian
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tingkat
penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik
ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan
terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi kemudian data sekunder
yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini - menunjukkan penegakan hukum
tingkat penyidikan dalam tahapannya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda
Aceh telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang telah
ada, meskipun hal — hal yang tidak diinginkan tetap terjadi diluar pengawasan.
Walaupun demikian penegakan hukum pelaku usaha yang menegedarkan
kosmetik ilegal oleh Polresta Banda Aceh masih kurang efektif karena masih
terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu faktor anggaran, faktor
masyarakat dan faktor sarana. Dalam hukum Islam penegakan hukum tingkat
penyidikan terhahap pelaku usaha kosmetik ilegal boleh dilakukan bahkan
sangat dianjurkan dikarenakan dapat menegakkan keadilan dan memberi
kemashalahatan kepada masyarakat banyak dan menghilangkan kemudharatan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

1. Konsonan
No | Arab | Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak di- td itk
engan titi
lambang-
1 | 16 | 4k t -
kan . di bawahnya
Z dengan titik
2 | < B 17 | & z | dibawahnya
3| = T 18| & :
sdengan
4 | & § titik di 19| ¢ g
atasnya
5 d J 20 | < f
h dengan
6 - h titik di 21 a q
bawahnya
7 ¢ Kh 22 & k
8 3 D . d I
z dengan
9 3 z titik di 24| a m
atasnya
10 J R 25 O n
11 J Z 26 3 w
12 o S 27 ° h
13 U Sy 28 3 ’




14 ol

s dengan
titik di
bawahnya
d dengan

29

G
<

15 | oa

titik di

bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah '
Dhammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf

Nama Gabungan Huruf
& Fathah dan ya Al
3 Fathah dan wau Au

vi




Contoh:

&S :kaifa

-

3. Maddah

Js :haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
2 Fathah dan alif atau ya A
Kasrah dan ya I

& Dammah dan wau U

Contoh:

JG :qala

u;‘:) I rama

J 2 qila

Ja8 > yaqilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (¢) hidup

Ta marbutah(¢) yang hidup atau mendapat harkat fatkzah, kasrah, dan

dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati

Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

vil




c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(s) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah() itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
ki a3  raudah al-agfal/ raudatul agfal
%J}}ﬂt ?‘U-'..N‘ - al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul
Munawwarah
FEGA . Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh; Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu bahan yang menjadi kebutuhan para
wanita saat ini. Banyak wanita yang mengggunakan kosmetik untuk menunjang
kecantikan agar terlihat cantik dan menarik di hadapan banyak orang. Di jaman
modern seperti sekarang ini merupakan suatu hal yang wajar wanita untuk
menggunakan kosmetik dalam mempercantik dirinya.

Oleh karena itu, tidak heran jika banyak wanita yang pergi ke tempat-
tempat klinik kecantikan dan membeli kosmetik dalam jumlah banyak agar
wajah terlihat lebih cantik dan rela mengeluarkan biaya banyak untuk itu. Untuk
memenuhi kebutuhan konsumen, kosmetik telah banyak tersebar di berbagai
toko kecil di pasaran hingga supermarket.

Produk kosmetik menjadi salah satu bentuk kebutuhan skunder dalam
kehidupan masyarakat. Para pelaku usaha berlomba — lomba menghasilkan
berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik minat konsumn
ebanyak — banyaknya. Sasaran utama pelaku usaha ialah para kaum wanita yang
ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dan maksimal. Mereka akan mudah
sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan
cepat terlihat hasilnya.*

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1176/MenKes/PER/VI1/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang
dimaksud dengan kosmetik adalah bahan yang digunakan di bagian luar tubuh

manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi

!Lumongga RM Silitonga, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang
Menjual Kosmetik llegal”, Fakultas Hukum, Unpatti, Ambon, 2020, him. 3.

1



dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah
penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada
kondisi baik.?

Bahan kimia yang dicampurkan ke dalam proses pembuatan kosmetik
akan memberikan efek samping yang berbahaya pada tubuh atau gangguan
kesehatan bagi yang telah menggunakannya dalam jangka waktu tertentu
dikategorikan sebagai kosmetik berbahaya. Dengan pemahaman pemahaman
masyarakat yang tidak dapat membedakan kosmetik yang mengandung bahan
kimia berbahaya dapat berdampak negatif dengan menimbulkan berbagai
penyakit pada kulit, kerusakan organ dalam tubuh akibat pemakaian.®

Bahan kimia berbahaya yang dilarang dan masuk ke dalam daftar bahan
yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sangat banyak beredar. Ada sejumlah
kosmetik yang menandung bahan berbahaya antara lain berupa Bahan Kimia
Obat (BKO) seperti adanya kandungan pewarna yaitu pewarna merah K3 dan
K10, asam retinoat, logam berat seperti merkuri, obat — obat jenis antibiotik,
deksametason, hingga hidro kuinon. Mereka semua merupakan bahan kimia
berbahaya yang dapat merusak atau membahayakan tubuh manusia.

Jadi yang dimaksud dengan bahan Kimia obat berbahaya dalam kosmetik
adalah bahan kimia obat yang campurannya tidak dapat digunakan sebagai bahan
baku pembuatan kosmetik, karena dalam penggunaannya dapat merusak organ
tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung

bahan kimia berbahaya tersebut dalam kosmetik dilarang untuk digunakan,

2Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII/2010
tentang Notifikasi Kosmetika, Berita Negara Tahun 2010 No. 397.

3Novel Dinamika & Hasyim. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan
Kosmetik Berbahaya di Indonesia”, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan NIAGAWAN
Vol 8. No. 1, 2019, him. 6.



terutama pada campuran bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang sangat
besar. 4

Kosmetik yang terbuat dari bahan kimia berbahaya banyak ditemukan
dalam bentuk bubuk dan krim pemutih serta lipstik. Namun produk kecantikan
ini semakin diminati dan banyak yang tertarik karena banyaknya tuntutan dan
kebutuhan konsumennya serta reaksi cepat penggunaan instan dalam waktu yang
singkat. Namun untuk menguji kandungan yang terdapat pada kosmetik tidaklah
mudah dan perlu dilakukan di laboratorium. Dalam pengujian kelayakan suatu
produk obat-obatan dan kosmetik.”

Kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang tidak memenuhi
persyaratan saat ini sehingga hal ini semakin mengkhawatirkan karena
masyarakat tidak memahami berbahaya atau tidaknya penggunaan kosmetik.
Kosmetik racikan banyak yang telah digunakan dan ditemukan tanpa ada izin
edar dari BPOM atau tidak diketahui tetapi dapat melewati pasar. Seperti
terdapatnya kandungan merkuri yang merupakan zat kimia berbahaya yang
sering ditambahkan pada kosmetik karena kemampuannya yang cepat dalam
memutihkan kulit dengan cepat. Kadar yang sedikitpun dalam penggunaan
merkuri dapat membahayakan karena bersifat racun bagi tubuh.

Dampak dari penggunaan merkuri yaitu seperti adanya perubahan warna
kulit, munculnya flek hitam pada kulit, gangguan alergi, iritasi, dan penggunaan
dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, otak, ginjal, dan
gangguan perkembangan janin yang berbahaya bagi ibu yang sedang hamil.

Namun masyarakat banyak yang percaya sepenuhnya dan seringkali tidak peduli

“Www.pom.go.id, Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya (Teliti Sebelum
Memilih  Kosmetika) diakses melalui https://www.pom.go.id /new/view/moew/pers/286/
WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAY A-----Teliti-Sebelum-
Memilih-Kosmetika----.htmL pada tanggal 20 Agustus 2020.

Prayogi, Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan 68 Kosmetik
Berbahaya, 2014 diakses melalui www.Republika.co.id pada tanggal 21 Agustus 2020.



https://www.pom.go.id/

apakah kosmetik yang diedarkan telah terdaftar dan memiliki izin BPOM, namun
banyak yang tetap menggunakannya.®

Berdasarkan peraturan yang ada, pelaku usaha dalam menjual barangnya
juga harus menjaga dan memperhatikan kualitas barang dagangan yang
diperdagangkan karena konsumen dapat membeli berbagai macam produk
kosmetik dengan harapan mendapat manfaat atau dampak positif dari
penggunaan produk kosmetik.”

Dalam menegakkan hukum yang berlaku, pelaku usaha harus mengikuti
ketentuan wajib, dimana pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan kepada
konsumen yang membeli barangnya atau memberikan ganti rugi. Berdasarkan
pada Pasal 19 angka 1 UUPK yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha
memberikan ganti rugi sebagai tanggungjawab atas kerusakan, akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam islam juga terdapat beberapa pengaturan peredaran atau
perdagangan islam dengan memperhatikan norma, etika agama dan nilai
kemanusiaan. Penjelasan Yusuf Qardhawi terhadap pengaturan peredaran atau
perdagangan islam diantaranya adalah larangan untuk memperdagangkan
barang-barang haram, adil dan haramnya bunga (riba), kasih sayang dan larangan
monopoli, benar, menepati amanah , jujur (Setia), toleransi, menjaga hak-hak
antara persaudaraan dan bersedekah.

Yusuf Qardhawi kembali menjelaskan bahwa harus ada etika dalam
perdagangan syariah yang merupakan satu hal yang penting, dimana harus
adanya kejujuran antara penjual atau pelaku usaha kepada konsumen, karena

konsumen atau pembeli juga berhak untuk melihat dan mengetahui kandungan

®Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap
Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 2, 2019, him. 101.

"Ismi Khodijah, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk
Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan”, Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, him. 12.



produk yang dijual apakah dapat membahayakan atau tidak atau juga dapat
mengetahui dalam bentuk palsu atau tidak.®
Barang yang diproduksi untuk diedarkan oleh pelaku usaha yang
mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya harus
mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Karena
hendaknya tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi juga harus
memberikan keuntungan bagi penggunanya dalam menjalankan bisnis tersebut.
Dilarangnya untuk menjual dan membeli kosmetik yang menyebabkan
kerusakan wajah seperti yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit pada
tubuh karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang dapat merusak
kulit. Segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang untuk digunakan atau
dikonsumsi dan juga untuk diperjualbelikan.

Rasulullah saw bersabda:®
S Y5 570 Y

Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau pun orang lain. (HR Ibnu
Majah dari Ibnu Abbas).

Kegiatan produksi seharusnya dapat menciptakan manfaat. Pelaku usaha
dalam membuat kosmetik sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang tidak
berbahaya bukan dengan bahan yang tidak seharusnya ada dalam kosmetik demi
mendapatkan perubahan instan yang menggiurkan namun akibatnya merugikan
konsumen dengan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik
berbahan kimia berbahaya tersebut.*

Selain pelaku usaha yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan

ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, pelaku usaha juga harus mampu

87ainal Arifin, Yusuf Qardhawi,Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), him. 51.

°HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

Abdul Aziz, Etika Binis Perspektif Hukum Islam” (Bandung: ALBETA, 2013), hlm.
142.



mempertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera. Hal ini
dikarenakan tindak pidana yang terjadi terhadap konsumen selain merugikan
konsumen juga dikategorikan sbagai tindak pidana dibidang ekonomi karna ada
kepentingan ekonomi yang harus dilindungi.

Demi menegakkan hukum maka pelaku usaha akan diproses ke
pengadilan dan dikenakan hukum pidana dengan mempertanggungjawabkan
perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja apabila
benar bahwa kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti
diedarkan atau disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut akan dikenai
pasal 197 jo.106 Undang — Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dimana :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaimana yang dimaksud pasal 106 ayat 1 akan dipidana penjara
dengan tuntutan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda
paling banyak Rp. 1.500.000.000 ( satu miliar lima ratus juta rupiah)”.t*

Seperti  kasus yang termuat dalam media elektronik Berita Kini pada
tahun 2018, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Banda Aceh
telah mencabut dan memusnahkan ribuan kosmetik ilegal yang tidak memiliki
izin BPOM di sejumlah kabupaten / kota. Banyak ditemukan jenis kosmetik
yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang ditemukan yaitu mencapai 661
item dengan total sebanyak 13.0978 kemasan dengan nilai ekonomi yang
diperoleh dari total kosmeik tersebut mencapai ratusan juta rupiah.*? Kemudian
BPOM Banda Aceh kembali menemukan banyak kosmetik yang tidak memiliki
izin BPOM sejak bulan Januari hingga Agustus 2019, sehingga dilakukan
penyitaan dan pemusnahan kosmetik tersebut sudah memasukkan 929 jenis
kosmetik ilegal berbahaya dengan total 10.586 kemasan. Kosmetik yang

Republik Indonesia, Undang — Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan,
Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.

2\Www.beritakini.com, diakses melalui https://beritakini.co/news/sepanjang-2018-
bpom-aceh-musnahkan-ribuan-kosmetik-ilegal/index.html, pada tanggal 2 September 2020.



ditemukan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM memiliki nilai ekonomi
yang sangat tinggi dengan mencapai 326 juta rupiah.*®

Besarnya nilai pemusnahan diatas menjadi sinyal bahwa masih maraknya
pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetik ilegal di Banda Aceh dan
minimnya pngawasan oleh dinas yang terkait sehingga mempmudah jalan pelaku
usaha dalam mengedarkan kosmetik ilegal. Masalah penegakan hukum pelaku
usha terkait kosmetik ilegal menjadi gemar diperbicangkan, selama masih
banyak kosmetik ilegal yang ditemukan maka masalahnya tidak akan pernah
tuntas. Instansi yang terkait seharusnya lebih serius lagi dalam mengawasi
peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha ini, sehingga tidak
mempermudah jalan bagi si pelaku usaha untuk melakukan peredaran kosmetik
ilegal.

Temuan BBPOM terhadap kosmetik ilegal juga menunjukkan bahwa
pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan fakta
tersebut terlihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang melanggar atau
menyalahi ketentuan yang telah diibuat oleh pemerintah. Oleh karna itu maka
penegakan hukum pelaku usaha harus digali secara menyeluruh sehingga
memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berani mengedarkan produk
kosmetik ilegal. Dan terhadap hal yang ditimbulkan oleh pelangaran hukum yang
dilakukan oleh pelaku usaha maka hukum harus ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat
karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tingkat
Penyidikan terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik llegal Menurut
Persfektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

skripsi ini adalah :

13BBPOM, diakses melalui https://www.google.co.id/amp/www.anjj.net/news/kosmetik-
ilegal-senilai-rp-326-juta-disita-bbpom-aceh/amp.html, pada tanggal 2 September 2020.



1. Bagaimanakah penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda
Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum
tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha

peredaran kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta
Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap

pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data
dan informasi ilmiah, berupa teori, metode atau pendekatan yang pernah
berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah,
catatan, rekaman sejarah dan dokumen — dokumen.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang
membahas mendatail dan lebih spesifik tentang Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik: Ilegal, meskipun ada beberapa tulisan yang
berkaitan dengan skripsi penulis.

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum
Pidana terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal” oleh Novia Oktareza Wardani
mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negri Semarang tahun 2019. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha



kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif karna masih
terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum.**

Penelitian kedua adalah skripsi “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku
Usaha Produksi Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu”
olen Ginda Teza Geza mahasiswi fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didapatkan berbagai faktor
penghambat yaitu belum optimalnya dari segi faktor dari penegak hukum,faktor
sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.*

Penelitian ketiga adalah skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban
Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal” oleh Lumongga RM
Silitonga mahasiswa Fakultas Hukum Unpatt Ambon tahun 2020. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis akuntabilitas pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal
tanpa izin dari BPOM. Teknik bahan hukum dengan melakukan studi pustaka pada
bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual
kosmetik ilegal tanpa BPOM dapat dilihat dari adanya kesalahan yang merupakan syarat
mutlak dalam pertanggungjawaban pidana.*®

Penelitian keempat yaitu jurnal yang berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha
terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, oleh Desiana Ahmad
dan Mutia Ch. Thalib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil
dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha kosmetik tanpa
izin eder menjadi tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan
kerugian, meskipun pemenuhan tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha, namun masih

banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan tindak kecurangan dalam

“Novia Oktareza Wardani, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha
Kosmetik Ilegal”, Fakultas Hukum, UNNES, Semarang, 2019, him. ix.

15Ginda Teza Geza, “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik
Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu”, Fakultas Hukum, Universitas Semarang,
Semarang, 2018, him. v.

Lumongga RM Silitonga, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang
Menjual Kosmetik Ilegal”, Fakultas Hukum, Unpatti, Ambon, 2020, him. vi.
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memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga
murah tanpa memikirkan dampaknya bagi para konsumen yang menggunakan.t’

Penelitian kelima skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat
dan Makanan”, oleh Ismi Khodijah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memproduksi atau
mengedarkan produk tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum
normatif (yuridis), khususnya penelitian tentang asas hukum dan sejarah hukum. Ini
dilakukan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah ini. Hasil penelitian ini adalah
pengambilan keputusan oleh majelis hakim yang telah mengambil berbagai
pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.*®

Penelitian keenam adalah skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana
terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang
Berbahaya ditinjau dari Undang — Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan dan
Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konnsumen” oleh Rizkia
Ratna Sari mahasiswa Universitas Pasundang Bandung tahun 2017. Hasil penelitian ini
adalah bahwa kualifikasi delik dari perbuatan mengedarkan kosmetik berbahaya yang
dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan UU Kesehatan 106 adalah delik Komisi, yaitu
persyaratan yang ditegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-
undangan yang ada. Sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha merupakan
sistem pertanggungjawaban pidana bagi perseorangan atau korporasi dengan doktrin

yang ketat tentang kewajiban atau kewajiban perwakilan.®

Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap
Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Gorontalo, VVol. 12 No. 2, 2019, him. 100.

1Blsmi Khodijah, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk
Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan”, Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, him. Xi.

PRizkia Ratna Sari, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha yang
memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya ditinjau dari Undang — Undang No.
36 Tahun 2008 tentang Kesehatan dan Undang — Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konnsumen”, Fakultas Hukum,Universitas Pasundang Bandung, Bandung, 2017,
him. xi.
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E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat dalam
skripsi ini maka perlu diberikan penjelasannya yaitu penjelasan beberapa istilah
yang dianggap perlu, istilah — istilah itu adalah :
1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
ditegaknya atau berfungsinya norma — norma hukum secara nyata sebagai
pedoman prilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah
upaya aparatur dalam penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan maka
aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegak hukum juga dapat ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari
segi hukumnya. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.?°
2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Undang — Undang Perlindungan
Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama — sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang
termasuk dalam kategori pelaku usaha dalah koperasi, BUMN, Importir,

istributor, pedagang dan sebagainya. Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada

20Jimly Asshiddigie. Penegakan Hukum. tnt: tnp, 2006, him.1.
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perusahaan yang berbentuk korporasi, tetapi juga bisa berupa
perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.?
3. Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas
produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah
pengadaan, pengangkutan, pemerian, penyerahan, penjualan dan penyedian
ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan
perdagangan.??
4. Kosmetik llegal

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VI11/2010 tentang  Notifikasi
Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan
yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,
rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa
mulut terutama untuk membersihkan , mewangikan, mengubah penampilan
dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh
pada kondisi baik”?®

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.445/MenKes/Permenkes/1998, pengertian Kosmetik adalah “sediaan
atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan
(epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga

mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan,

Zntan Nur Rahmawayi & Rukiyah Lubis, Win — Win Solution Sengketa Konsumen,
(Yogyakarta: Medperss Digital, 2014), him. 24.

22Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika,
Berita Negara tahun 2011 No. 924.

Z3Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/V11/2010
tentang Notifikasi Kosmetika, Berita Negara Tahun 2010 No. 397
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melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki bau badan tetapi
tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suartu
penyakit?*

Pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak
legal; tidak menurut hukum; tidak sah.? Jadi dapat disimpulkan bahwa
kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan — bahan kimia
berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan
bagi penggunanya yang beredar secara tidak sah ataupun tidak memiliki
izin edar.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui
dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam,
untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal

maupun horizontal .2

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis melakukan
pendekatan kualitatif karna semua data yang diperoleh merupakan hasil dari
wawancara atau interview dan tatap muka. Pendekatan kualitatif adalah
metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa
pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam
bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual,

2Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan
No.445/MenKes/Permenkes/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan
Tabir Surya Pada Kosmetika.

ZKamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui
https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html, pada tanggal 19 Oktober 2020.

2Dr. Rohidin, SH, M.Ag, Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga
Inonesia), (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), him. 3.
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dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data
awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang
penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran
kosmetik ilegal oleh Polresta Banda Aceh. Metode penelitian kualitatif
menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan
dengan angka.?’

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research)
adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi
yang diperoleh langsung dari responden.?
3. Sumber Data

Data merupakan keterangan — keterangan tentang suatu hal, bisa
berupa sesuatu yang diketahui atau juga anggapan. Sedangkan sumber data
ialah faktor netting yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan
metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan
sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau
dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari responden yang
dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber

data melalui wawancara.

2’Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004),
him. 20.

2Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2013), him. 80.
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b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
dari sumber — sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari
perpustakaan, dokumen, buku — buku ilmiah, laporan penelitian,
karang-karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber — sumber tertulis
yang berkaitan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis sumber data
keduanya baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.?®
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu

a. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara kepada narasumber atau informan. Digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permaslaahan yang harus diteliti.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk
mengetahui pendapat para informan terhadap permasalahan yang
terjadi.

b. Observasi, digunakan utuk mengamati suasana juga digunakan
sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena
yang diteliti dengan menggunakan paca indra.

c. Dokumetasi, yaitu merupakan pengumpulan data, baik berupa
tulisan, gambar, atau karya — karya monumental seseorang.
Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk
melengkapi data — data yang diperoleh. Adapun dokumen yang
dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data tertulis tentang seberapa
banyak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan data

lainnya.*

2Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
(Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014), him. 113.
301pid., him. 124.
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5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, juga digunakan trianggulasi
data yaitu teknik pemeriksaaan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui alat yang berbeda dengan
jalan :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dari berbagai pihak yang
terlibat.
b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dan
secara pribadi dari subjek penelitian.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang
penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.
Akhirnya berdasarkan kajian tersebut, peneliti melakukan penarikan
kesimpulan dan verifikasi setelah terlebih dahulu dilakukan dengan melihat
hubungan atau membandingkan antara satu dengan yang lain dalam
kesatuan bahasan.
6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif
kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informasi untuk
menggambarkan suatu kkeadaan dan memeriksa sebab — sebab dari suatu
gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui
pendekatan inilah diperoleh data dan informasi sebanyak — banyaknya.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis
berdasarkan data yang diperoleh selanjutkanya akan dikembangkan pola
hubungan tertentu atau menjadi hipotesa. Aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menurus

sampali tuntas. Aktivitas dalam analis adalah :
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a. Data reducation (reduksi data), mereduksi data berarti merangkap,
memilih hal — hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan
membuang yang tidak diperlukan.

b. Display (penyajian data), setelah data reduksi maka selanjutnya ialah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualiatif, penyajian data
biasanya dilakukan dalam bentuk uraian sigkat, hubungan antara
kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarik kesimpulan, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan
kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidakd itemukan bukti —
bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan
berikutnya. Kesimpulan dalam kualitatif yang diharapkan ialah
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar — samar

sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.®

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan
secara sistematis yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika
pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar
belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan teoritis mengenai penegakan hukum,
unsur — unsur penegakan hukum, aparat penegak hokum, tahap — tahapan

penegakan hukum pidana, tahap penyidikan penegakan hukum pidana.

$11bid., him. 120.
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Kemudian pembahasan teoritis mengenai barang illegal, jenis — jenis barang
ilegal, klasifikasi kosmetik serta pembahasan konsep Islam terkait penegakan
hukum.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil analisa peneliti, yaitu
mengenai penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh
terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal, selanjutnya mengenai
pandangan hukum Islam terkait penegakan hukum tingkat penyidikan oleh
Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya

ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA
KONSEP TENTANG PENEGAKAN HUKUM, BARANG
ILEGAL DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM

A. Konsep tentang Penegakan Hukum
1. Pengertian penegakan hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
ditegaknya atau berfungsinya norma — norma hukum secara nyata sebagai
pedoman prilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau
dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparatur
dalam penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa
suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan
tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan maka aparatur penegak hukum
itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegak
hukum juga dapat ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya.
Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan
peraturan yang formal dan tertulis saja.*
Menurut Soerjono  Soekanto, dalam menegakan hukum maka
dipengaruhi oleh faktor — faktor penegakan hukum menurut, yakni :
a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang — undangan
yang berlaku di Indonesia.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak — pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta an rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

32Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum, tnt: tnp, 2006, him. 1.
19
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2. Unsur — unsur penegakan hukum

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang
menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang
terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada
setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada
penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-
sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus
tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan
adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.
b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan
kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru
dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan
dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat.
Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang
merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya
didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang
mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan.
Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di
bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai
keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga
ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang

memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat
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pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial
Engineerning.®

3. Aparat Penegak Hukum
a. Polisi

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan
pidana, karna kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak
hukum yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat.**

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan
profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Polisi juga
didorong untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana serta
mendatangkan keamanan dan ketentraman. Tugas pemeliharaan
keamanan dan ketentraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya dan
swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat Negara penegak hukum
yang mahir, terampil dan berwibawa.*

b. Jaksa

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang — Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia bahwa

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

3parmodiharjo, Darji, Pokok — Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Umum, 2002), him. 55.

34Republik Indonesia, Undang — Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2.

$Kellik Pramudya, dkk, Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum, (Yogyakarta:
Pustaka Yistisia, 2010), him. 60.
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Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Peran yang
demikian penting dalam sistem hukum Indonesia tersebut mendorong
seorang jaksa tidak hanya menguasai hukum pidana saja tetapi juga
memahami hukum perdata dan tata usaha Negara.

Untuk menjaga netralitas selama menjalankan tugas maka
seorang jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau
karyawan BUMN atau badan usaha swasta terlebih lagi merangkap
menjadi advokat.>
c. Hakim

Hakim mempunyai tugas untuk menerima memutuskan perkara
dengan seadil — adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang — Undang Nomor 48
Tahun 2009 yang dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai — nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Dalam hukum acara, hakim dianggap tahu hukum sehingga ia
tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum
ada hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan Undang — Undang
Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim
adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui
perkara — perkara yang diberikan kepadanya, sehingga keputusa yang

diambilnya mencerminkan nilai keadilan bangsa Indonesia.*’

. Tahap — Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

%1bid., him. 39.
¥Ibid., him. 14.
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a. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap
pembuatan/perumusan  (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat
diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/
formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh
badan pembuat undang — undang yang melakukan kegiatan memilih nilai
— nilai yan sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan
dating, kemudian merumuskannya dalam bentuk pertauran perundang —
undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan
daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga
masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

1) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
2) Kesalahan (schuld/guit/mens rea)
3) Pidana (straf/punishment/poena).®®

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem)
dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada
dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan
nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP in
abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan
sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya

menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development

policy).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum in abstracto

dilakukan melalui (proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan

%8Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
(Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), him. 70.
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perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi / formulasi /
pembuatan peraturan perundang - undangan. Proses legislasi/formulasi
ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum
in concreto.
SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto

(law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk
perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu
kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum
pidana yang integral meliputi hukum pidana materil, hukum pidana
formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal
system atau integrated legal substance.®
b. Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).

Tahap penerapan/aplikasi adalah tahappenegakan hukum
pidanan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai
kepada pengadilan atau pemeriksaan dihadapan pengadilan. Dengan
demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta
menerapkan peraturan perundang — undangan sesuai dengan nilai —
nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap
yudikatif.

2) Tahap eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara
konkret oleh aparat — aparat pelaksana pidana yaitu hakim. Dalam
tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan perundang — undangan yang telah dibuat oleh

badan pembentuk undang — undang melalui penerapan pidana yang

¥Ibid., hlm. 73.
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ditetapkan oleh pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudisial dan
tahap eksekusi.
Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya
merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses
pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana
dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.*
5. Tahap Penyidikan Penegakan Hukum Pidana

Tahap penyidikan merupakan suatu bagian yang penting dalam
rangkaian tahap — tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju penangkapan
terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh
karnanya, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dipisahkan dari adanya
ketentuan perundang — undangan yang mengatur tindak pidannya.*

Penyidikan menurut Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 ialah :

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”

Sedangkan menurut K.Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal
hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan merupakan usaha dan tindakan untuk
mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi tindak
pidana, siapa saja yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan
itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.*?

Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP vyaitu :

“Olbid., him. 75.

“IHibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,
(Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), him. 67.

42Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana
Korupsi pada Presfektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Jenderal Soediman, Vol. 2 No. 3, 2018, him. 10.
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a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada sat ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yag diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

I. Mengadakan penghentian penyidikan;

J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.*®

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan yaitu :

Laporan polisi/pengaduan;

Surat perintah tugas;

Laporan hasil penyidikan;

Surat perintah penyidikan; dan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

®oo0 o

Adapun penyelesaian perkara di tingkat kepolisian sebagai berikut:

1) Adanya laporan kepada pihak kepolisian

Adanya laporan kepada polisi yang menyatakan bahwa telah
terjadi  tindak pidana. Apabila laporan yang diterima tersebut
mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut segera dilakukan
upaya seperti :
2) Penyelidikan

Setelah menerima laporan polisi tentang adanya tindak pidana,

petugas akan segera melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.

“3Republik Indonesia, Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

“4Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Tahun 2012 No.-.
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Setelah hasil penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut sudah cukup
bukti ssebagai suatu tindak pidana, maka dapat dilanjutkan ke tahapan
penyidikan.
3) Penindakan
Setelah dilakukan usaha penyelidikan dan didapatkan bukti telah
terjadi suatu tindak pidana, maka yang dilakukan selanjutnya adalah
upaya penyidikan yang dimulai dengan tindakan upaya paksa berupa
pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
a) Pemanggilan
Tindakan pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan suatu
keterangan baik dari saksi maupun tersangka guna mendapatkan
informasi tentang adanya tindak pidana. Dalamhal pemanggilan,
petugas mengirimkan surat panggilan rsmi tentang status orang yang
dipanggil sebagai saksi atau tersangka dan jadwal pemeriksaan.
b) Penangkapan
Penangkapan ialah tindakan penyidik berupa pengekangan
ternadap kebebasan tersangka sementara waktu apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntuan atau
praperadilan.*® Tujuan pengkapan ialah guna untuk mendapatkan
waktu yang cukup dalam menggali informasi yang akurat.
c) Penahanan
Penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan
bergerak seseorang. Penahanan kepada tersangka dilakukan untuk
mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan

barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana.

“5Republik Indonesia, Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
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d) Penggeledahan
Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan
undang — undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan
dirumah tempat kediaman seseorang dan melakukan pemeriksaan
terhadap badan atau pakaian seseorang.
e) Penyitaan
Penyitaan —adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda
bergerak maupun itdak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.*®
4) Pemeriksaan
Pemeriksaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan,
kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti
maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan
seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
5) Penyelesaian berkas perkara
Setelah semua proses penyidikan telah selesai, tindakan yang
dilakukan setelah melakukan penyelesaian berkas perkara yaitu dengan
melengkapi semua berkas perkara. Apabila telah dapat ditentukan bahwa
sudah cukup bukti telah terjadi suatu tindak pidana maka berkas perkara
dikirimkan ke penuntut umum dan dianggap telah selesai kegiatan akhir

dari penyidikan.4’

46Republik Indonesia, Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

47Sundaryono, dkk, “Model Penyelesaian secara Alternatif dalam Peradilan Pidana
(Studi Kasus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)”, Jurnal
Penelitian Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Vol. 13 No. 1 , 2012,
him. 69.
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B. Konsep tentang Barang llegal
1. Pengertian Barang llegal
Barang menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda
umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).*® llegal adalah gelap (tidak
sah menurut hukum).* Dalam Kamus Besar Ekonomi disebutkan bahwa
barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu Negara atau daerah
dengan cara yang tidak sah, seperti barang curian, seludupan dan
sebagainya.®
Sedangkan Ilegal menurut kamus Hukum Politik dan Hukum adalah
tidak legal atau berlawanan dengan undang — undang; tidak menurut hukum;
tidak sah.> Jadi barang ilegal adalah benda atau sesuatu yang berwujud atau
berjasad baik itu makanan, obat bahkan kosmetik yang didalamnya
mengandung zat — zat kimia berbahaya yang tidak memiliki izin edar atau
tidak sah menurut hukum dan dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh
manusia yang mengkomsumsinya.
2. Jenis — jenis barang ilegal
a. Kosmetik llegal
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VI11/2010 tentang
Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan
atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh

manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)

“8poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), him. 903.

4%Kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Juni
2021.

S0Cut Elfida, “Pemusnahan Barang llegal di Aceh dalam Presfektif Undang — Undang
No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”, Jurnal limiah ISLAM FUTURA, Vol. 15 No. 2, 2016,
him. 218.

SlLeli Juwanti dan Marta Tilov, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas
Penjualan Obat — Obatan llegal secara Online”, NIAGAWAN, Vol. 7 No. 3, November 2018,
him. 101.
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atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan
mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan
atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”>?

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.445/MenKes/Permenkes/1998, pengertian Kosmetik adalah “sediaan
atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan
(epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar), gigi dan
rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah
penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki bau
badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan
suartu penyakit”

Pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.>* Jadi dapat disimpulkan
bahwa kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan —
bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau
gangguan kesehatan bagi penggunanya yang beredar secara tidak sah
ataupun tidak memiliki izin edar.

1) Kandungan berbahaya dalam kosmetik
Roy Sparriga dalam liputan 6 mengatakan setidaknya ada 7
bahan kosmetik yang berbahaya, yaitu :

a) Merkuri (Hg)

Merkuri adalah logam berat yang berbahaya, apabila
dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian

merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan

2Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII1/2010
tentang Notifikasi Kosmetika, Berita Negara tahun 2010 No. 397.

53Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan
No.445/MenKes/Permenkes/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan
Tabir Surya Pada Kosmetika.

54K bbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui
https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
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warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik — bintik
hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada
susunan saraf pada otak, ginjal, gangguan perkembangan janin
(teratogenik). Jika digunakan pada jangka pendek dalam dosis
tinggi menyebabkan diare, muntah muntah dan kerusakan ginjal.
b) Hidrokinon

Zat ini sangat dilarang diguakan pada kulit dan rambut,
dan hanya boleh digunakan untuk pengeras kuku. Kemampuan
hidrokinon untuk penghambat pembentukan melanin (zat pigmen
kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit.

Namun pengguna hidrokonin dalam jangka panjang dan
dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada
daerah kulit yan terkena sinar matahari langsung dan dapat
menimbulkan orchonosis (kulit berwarna kehitaman). Krim yang
mengandung hidrokonin dapat membuat kerusakan DNA.

c) Asam Retinoat (tertinoit/retinoic acid)

Asam retinoat digunakan pada pelaku usaha pada obat
peeling (pengelupasan kulit), obat jerawat dan pemutih dengan
mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan
kulit kering, rasa terbakar dan terategonik.

d) Resolsinol

Resolsinol apabila digunakan maka dapat menyebabkan
iritasi kulit dan dapat mengganggu sistem imun. Resolsinol dapat
membahayakan pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala
dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan
atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak

jantung, dyspepsia, hipotermia, hematuria.
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e) Bahan pewarna

Bahan peewarna merah K3 (C1 15585), Merah K10
(Rhodamin B) dan Jingga K1 (C1 12075) sering disalahgunakan
pada produk lipstick atau sediaan lain (pemulas kelopak mata dan
perona pipi) karena wrnanya yang cerah. Bahan pewarna ini pada
umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, textile atau tinta.
Zat warna_ini- merupakan zat karsinogenik. Rodhamin B dalam
konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

f) Diethyelene Glycol ( DEG)

Diethyelene Glycol merupakan sesepora (trace element)
yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida
yang digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya pasta gigi
kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh
melewati jumlah batas kadar yang ditentukan. DEG adalah racun
bagi manusia dan binatang yang dapat menyebabkan depresi
sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

g) Timbal (Pb)

Timbal adalah bahan yang dilarang digunakan pada
kosmetika. pada anak — anak. Timbal dapat menyebabkan
kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu
problem pada tingkah laku dan belajar, menurunkan 1Q dan
pendengan, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan
anemia.>

2) Syarat Kosmetik Layak Edar
Dalam pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan NO. HK 00.005.4.1745 tentang Kosmetik menyatakan bahwa,

S5Fitri Rahmawati, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Banda Aceh terhadap Peredaran Kosmetik llegal melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh”,
Fakultas llmu Sosial dan IImu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh,
2019, him. 21-23.
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kosmetik yang dapat dikomsumsi atau diedarkan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan
mutu serta pesyaratan lain yang ditetapkan.
b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik
yang baik.
c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari badan pengawas
obat dan makanan.®
Sedangkan pengaturan tentang penyediaan dan/atau pengedaran
kosmetik harus memiliki izin edar, tercantum dalam pasal 106 ayat (1)
dan (2) Undang — Undang Kesehatan yang berbunyi :

1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan
setelah memilikit izin edar.
2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.®’
b. Obat llegal
Obat adalah sediaan atau paduan bahan - bahan yang digunakan
untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, definisi ini berdasarkan Undang —
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8).%®
Menurut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 pasal 1 angka 4 tentang Pengawasan
Pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia menerangkan definisi
obat ialah bahan atau paduan baan yang digunakan untuk mempengharui

/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patolohi dalam rangka penetapan

%6Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO.
HK 00.005.4.1745 tentang Kosmetik, Berita Negara Tahun 2003.

5’Republik Indonesia, Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.

8Republik Indonesia, Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.
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diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan
dan kontrasepsi untuk manusia.*®

Sedangkan pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.®® Jadi bisa ditarik
kesimpulan bahwa obat ilegal adalah bahan obat — obatan yang didalamnya
mengandung bahan — bahan kimia berbahaya yang tidak sah menurut BPOM
yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia apabila
mengkomsumsinya.
c. Makanan llegal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pasal 1 angka 1, pengertian
pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.5:

Sedangkan pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.%? Jadi bisa ditarik
kesimpulan bahwa makanan ilegal adalah bahan pangan baik itu makanan
atau minuman yang mengandung zat — zat berbahaya yang tidak
diperbolehkan untuk dicampurkan ke dalam makanan atau minuman

tersebut.

59Republik Indonesia, Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan
Pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia, Berita Negara Tahun 2013 No. 738.

80K bbi.web.id, diakses melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia,
https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

1Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun
2018 tentang Label Pangan Olahan, Berita Negara Tahun 2018 No. 1452.

82K bbi.web.id, diakses melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia,
https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html, pada tanggal 19 Oktober 2020.
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Di Indonesia, pangan dibedakan menjadi 3, yakni:
1) Pangan segar
Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami
pengolahan yang dapat dikomsumsi langsung atau dijadikan bahan
baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum segala macam
buah, ikan, air segar.
2) Pangan olahan
Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses
dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
Misalnya seperti mie instan, roti, dll.
3) Pangan siap saji
Pangan siap saji lalah makanan atau minuman yang sudah
diolah dan bisa langsung disajikan ditempat usaha atau diluar tempat
usaha atas dasar pesanan. Misalnya seperti pizza, hamburger, dll.®3
3. Klasifikasi atau Pengolongan Kosmetik
Saat ini banyak sekali produk kosmetik yang sudah beredar di
pasaran, baik itu kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Telah tercatat
sekitar ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi di Indonesia dan
diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak
terdaftar seara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun
salon kecantikan.%
Penggolongan kosmetik menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1745 tentang

Kosmetik pasal 3, kosmetik dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

83Reinhard Clinton, “Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap
Peredaran Makanan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi pada BBPOM
semarang)”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, him. 16.

®4Ny.Lies Yul Achyar, Dasar — Dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia
Kedokteran, diakses melalui http://scribd.com, pada tanggal 31 Mei 2021.
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Kosmetik Golongan I ialah :

a. Kosmetik yang digunakan utuk bayi

b. Kosmetik yang digunakan disekitaran mata, rongga mulut dan
mukosa lainnya

c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan
penandaan

d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta
belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya
Sedangkan kosmetik golongan Il ialah kosmetik yang tidak termasuk
golongan 1.%°
Penggolongan kosmetik menurut Jenlinek diantarnya adalah

pembersih, protektif, efek dalam, deodorant, superfacial, dekoratif dan anti
prespirasi. Sedangkan menurut Wels FV dan Lubewo Il menggolongkan
kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat
untuk rambut, dan kosmetik untuk pria. Breur EW dan Principles of
Cosmetic for Dermatologist membuat klasifikasi sebagai berikut:

a. Toiletries: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut,
penata warna, pengering rambut, pelurus rambut, deodorant, anti
prespirasi dan tabir surya;

b. Skin Care: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krem
malam, dan bahan untuk mandi;

c. Make Up: foundation, eye make up, lipstick, blusher, enamel kuku;

d. Fragrance: parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath
powder dan after shave agents.

Dr. Cipto Mangunkusumo ahli penyakit kulit dan kelamin membagi
klasifikasi kosmetik menjadi:

a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik
pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosmetik

penipis;

®*Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Berita Negara Tahun 2003.
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b. Kosmetik rias atau dekoratif terdiri atas kosmeyik rias kulit terutama
wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir
dan kosmetik rias mata;

c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant, after

shave lotion, parfum dan eau de toilette.%

C. Konsep Islam terkait Penegakan Hukum

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, pemerintah merupakan orang-orang
yang ditugaskan Allah untuk mengurusi hamba-Nya. Pemerintah merupakan
wakil-wakil dari rakyat untuk mengurusi diri mereka, bahkan segala urusan
rakyat berada sepenuhnya di tangan mereka sesuai dengan kemaslahatan
mereka. Atas dasar ini, maka kemaslahatan rakyat harus selalu menjadi acuan
penguasa dalam menyelenggarakan kekuasaan dan membuat segala kebijakan.®’

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah
memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan
duniawi maupun akhirat. Pemerintah juga harus memahami kedudukan, fungsi,
dan tugas dari jabatan yang diembannya. Pertama, bahwa kekuasaan
pemerintahan adalah sebagai amanah dan wakalah. Kedua, fungsi pokok
pemerintah adalah memelihara agama dan menyelenggarakan kepentingan

duniawi .

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 58:%°

2

51 JAdt 1488 of 01 s 2a&s 135 WAl Ty o
oA 1t s DA O s B &

2’4\:

®6Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan llmu Pengetahuan
Kosmetik, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2007. him. 9-10.

57 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, (Semarang: Dina Utama, 1997), him. 29.

®Muhammad Al-Mubarak, Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Islam,
(Jakarta: Mantiq Pustaka, 1989), him. 97.

9QS An-Nisa’ [4]:58
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS
An-Nisa’ [4]:59)

Surah an-Nisa ayat 59:7°

Derd 3 B 0B Rae VT gl D Tasls AT Tall e 0T G
Yot fesly G e G5 28Tl A SAE 8 o) Juals AT ) 3
29

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya,
dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan
Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS An-Nisa’ [4]:59)

Dalam kedua ayat tersebut berisi landasan kehidupan masyarakat
Muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan
masyarakat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin
dalam hal ini pemerintah sebagai ulil amri sedangkan ayat kedua berisi
kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya dalam menaati peraturan yang telah
dibuat oleh pemerintah. Secara garis besar, berdasarkan ayat pertama (An-Nisa
58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan
menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada
pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An-Nisa 59).

Adapun penegakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan
penyidikan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan
lain-lain adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh hukum Islam.
Dimana tujuan pemerintah dalam menegakkan hukum tidak lain adalah untuk
membuat keadilan, menjaga kehidupan masyarakat dan meminimalisir

perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

°QS An-Nisa’ [4]:59
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menurut
hukum Islam ialah agar terciptanya sebuah sistem pengaturan pemerintahan
guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di

segala tempat.



BAB TIGA
PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI
BANDA ACEH

A. Profil Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh merupakan salah satu instansi pemerintahan yang

bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Polresta Banda Aceh beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan

Baiturrahman Kota Banda Aceh 23116. Saat ini

Polresta Banda Aceh

membawahi 19 Polsek yang salah satunya Pol Subsektor Blang Bintang.

1. Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh

KAPOLRESTA
Kombes Pol JOKO KRISDIYANTO, S.I.K.

WAKAPOLRESTA
AKBP SATYA YUDHA PRAKASA,
SIK.
[
| I | |
KASI WAS KASI PROPAM KASI KEU KASI UMUM
Ipda FAISAL AFFAN m Ipda YUSRIZAL S.E.||Aiptu TINA ADRIYAN
1 | — 1 |
KA SPK TERPADU KABAG OPS KABAG REN KABAG SUMBA
Iptu M. ZEN Kompol JULI Kompol MUHAYAT || AKP SURYADI, S.E
EFFENDI EFFENDIE, S.H.,M.H
| | | |
KST SABRAHA KST INTELKAM KST RESKRIM KST NARKOBA
Akp MAWARDI Kompl HYROWO AKP M. RYAN CITRA|| Akp RUSTAM S.1.K
| T T 1
KAST BINMAS KASAT LANTAS KST PAM OBVIT KST TAHTI
Kompol FAIZAL || Kompol YASNIL S.LK Iptu HELMI Iptu ISKANDARSYAH

Tabel 1. Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh
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2. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur polri yang professional, modern dan terpercaya

sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang

terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum

secara objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
b. Misi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini
dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
diwilayah hukum polresta Banda Aceh melalui kegiatan operasi,
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Membangun budaya organisasi polresta Banda Aceh yang
berbasis pelayanan prime dalam rangka meingkatkan pelayanan
yang proporsional, tidak deskriminatif, menjunjung tinggi HAM
dan responsif.

Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan
narkoba dan psikotropika di- wilayah hukum polresta Banda
Aceh.

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara
mudah, responsif dan tidak deskriminatif sehingga masyarakat
merasa aman, tentram, nyaman dan damai.

Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya
pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
Menjalin kordinasi yang baik dengan satuan TNI dan

Pemko/Pemkab dalam rangka sinegritas pelaksanaan tugas. '

"Data dari pihak Humas Polresta Banda Aceh.
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B. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan oleh Polresta Banda Aceh
Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik llegal
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik
ilegal oleh penyidik Polresta Banda Aceh merujuk pada ketentuan Pasal 7
Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Berdasarkan hasil
penelitian wawancara dengan bapak penyidik Bripka Bariskazen Igbal Ritonga
yang berjabat sebagai Ba Unit Il Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh,
penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran
kosmetik ilegal ini akan ditindaklanjuti apabila ada laporan dari pihak BBPOM
Banda Aceh untuk di proses melalui jalur hukum atau pun laporan dari korban.
Setiap pelaku usaha yang sudah diberi satu kali peringatan dan juga pembinaan
tetapi masih tetap menjual produk — produk kosmetik ilegal maka akan
dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik Polresta Banda Aceh dengan cara :
a. Pemanggilan
Setelah diteimanya laporan dari pihak BBPOM atau laporan dari
korban, maka petugas akan mengirim surat panggilan kepada pelaku usaha
yang mengedarkan kosmetik ilegal.
b. Penangkapan
Penyidik Polresta Banda Aceh yang dilengkapi dengan surat
penangkapan akan segera melakukan penangkapan kepada pelaku usaha
yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penangkapan ini dimulai apabila
penyidik telah menerima laporan dan mengantongi surat penangkapan.
c. Penahanan
Pelaku usaha yang telah ditangkap sebelumnya maka akan menjadi
tahanan Polresta Banda Aceh guna untuk dimintai keterangannya dan
memperkuat bukti yang ada.
d. Penggeledahan
Penggeledahan dilakukan untuk memeriksa produk - produk

kosmetik ilegal lainnya yang disimpan ditempat kediaman pelaku, selain
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produk — produk yang memang sudah diamankan sebelumnya hasil dari
penyitaan pihak BBPOM.
e. Penyitaan

Produk — produk kosmetik ilegal yang sebelumnya telah disita oleh
pihak BBPOM Banda Aceh maka juga akan diserahkan kepada pihak
penyidik Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti penyidikan. Dari kasus
terakhir yang ditangani- oleh ibu penyidik Cici Anggriani S.H, beliau
berhasil menyita beberapa item produk kosmetik ilegal seperti krim pemutih
wajah merk dialy glow, krim pemutih wajah merk glow glowing, lotion
merk glow glowing.
f. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan
dan keidentikan pelaku usaha atau saksi atau barang bukti maupun unsur-
unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan pelaku usaha
kosmetik ilegal atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Apabila semua proses diatas telah dilakukan maka akan dilanjutkan
dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan
kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana kepada penuntut umum.
Untuk kasus peredaran kosmetik ilegal itu sendiri pelaku usaha tersebut akan
dijerat pasal 197 Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2006.

Adapun data kasus tindak pidana kosmetik ilegal di wilayah hukum

Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut :

NO. TAHUN JUMLAH KASUS KET

1. 2017 1 Kasus Kosmetik llegal | Selesai Tahap Il

"Wawancara dengan Bripka Bariskazen Igbal Ritonga, Ba Unit 11l Satuan Reskrim
Polresta Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2021.
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2. 2018 2 Kasus Kosmetik llegal | Selesai Tahap Il

3. 2019 1 Kasus Kosmetik llegal | Selesai Tahap Il

4, 2020 - - -
JUMLAH 4 Kasus

Tabel 2. Data Tindak Pidana Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Polresta
Banda Aceh
Sumber : Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus kosmetik ilegal semakin tahun
semakin menurun. Pada tahun 2017 ada 1 kasus kosmetik ilegal yang telah
ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2018 ada 2 kasus yang
ditangani, tahun 2019 turun menjadi 1 kasus kosmetik ilegal yang ditangani oleh
Polresta Banda Aceh. Namun pada tahun 2020 sama sekali tidak ada kasus
kosmetik ilegal yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Total keseluruhan
kasus kosmetik ilegal yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh adalah 4 kasus.

Dari data kasus diatas berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di
kota Banda Aceh. Padahal saat ini kasus kosmetik ilegal sangat marak dan
masih banyak yang beredar dipasaran yang ada di kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penyidik Bripka Bariskazen
Igbal Ritonga yang berjabat sebagai Ba Unit Il Satuan Reskrim Polresta Banda
Aceh, bapak penyidik Faisal yang berjabat sebagai Ba Unit 11l Satuan Reskrim
Polresta Banda Aceh dan ibu penyidik Mutia Kemala yang berjabat sebagai Ba
Unit Tipiter Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh sejauh ini dalam menangani
kasus peredaran kosmetik ilegal pihaknya mendapatkan beberapa hambatan atau
kendala yang paling berpengaruh yaitu dari faktor anggaran, faktor masyarakat

dan juga faktor sarana.
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a. Faktor Anggaran

Bapak penyidik Bripka Bariskazen Igbal Ritonga menyebutkan
bahwa anggaran menjadi hambatan yang paling berpengaruh ketika
menegakkan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal karena seperti
contoh kasus yang pernah ditangani oleh bapak Bripka Bariskazen Igbal
Ritonga, pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal itu sendiri bukan
si peracik atau pembuat produk kosmetik ilegal melainkan mereka membeli
kosmetik ilegal yang telah jadi atau telah diracik sebelumnya dengan orang
yang tidak dikenal yang berada di luar Kota Banda Aceh melalui media
sosial Facebook atau Instagram. Setelah dilakukannya proses jual — beli
melalui media sosial kemudian si peracik atau pembuat kosmetik ilegal
mengirimkan produk berbahaya itu kepada pelaku usaha dalam bentuk
kemasan derigen, kemudian baru akan dijual kembali ke toko — toko oleh
pelaku usaha dalam bentuk kemasan botol yang lebih kecil.

Jadi untuk mengusut biang pelaku usaha yang tidak berada di Kota
Banda Aceh terhalang oleh masalah anggaran sehingga pelaku usaha yang
berada diluar kota Banda Aceh tersebut hanya dijadikan DPO (Daftar
Pencarian Orang). Dikarenakan tidak tuntasnya pencarian terhadap
keberadaan pengedar kosmetik ilegal tersebut memungkinkan peredaran
terhadap kosmetik ilegal akan terus terjadi di Banda Aceh.”
b. Faktor Masyarakat

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali masyarakat khususnya dari
kalangan wanita yang ingin tampil cantik dengan membeli produk — produk
kosmetik yang dijual dipasaran. Dengan banyaknya peminat produk
kosmetik dari kalangan wanita ini membuat para pelaku usaha berlomba —
lomba untuk memproduksi atau menjual kosmetik baik itu krim pemutih
wajah, lipstick, lotion dan lain — lain secara ilegal dikarenakan ingin

mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Wawancara dengan bapak Bripka Bariskazen Igbal Ritonga, Ba Unit 11l Satuan
Reskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2021.
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Para pembeli atau pun konsumen juga sangat mudah tergiur dengan
harga yang ditawarkan karna relatif murah, sehingga menyebabkan
konsumen itu sendiri terjebak pada kosmetik — kosmetik ilegal murah yang
dijual dipasaran. Selain itu sedikit sekali konsumen yang peduli terhadap
produk kosmetik yang dibelinya padahal saat ini pihak BPOM sudah
menyiapkan aplikasi Cek BPOM yang bisa di install di Android ataupun los
untuk mengecek apakah kosmetik yang dijual itu terdaftar BPOM atau tidak.

Menurut bapak penyidik Faisal yang berjabat sebagai Ba Unit IlI
Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, hal diatas menjadi salah satu
hambatan bagi pihaknya untuk menegakan hukum dikarenakan masyarakat
baik itu pelaku usaha dan konsumen kurang mengindahkan hukum yang ada.
Bahkan konsumen yang sudah menjadi korban masih enggan untuk
melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum. Dengan demikian peredaran
kosmetik ilegal akan semakin banyak dikarenakan korban tidak ikut serta
untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bapak Faisal penyidik Polresta Banda Aceh menyebutkan pihaknya
selalu mengupayakan seoptimal mungkin agar penegakan hukum terhadap
pelaku usaha kosmetik ilegal ditegakkan sebagaimana mestinya guna untuk
memberantas para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Selain
itu juga sebagai contoh bentuk efek jera bagi pelaku usaha dan siapa saja
yang ingin mencoba - coba mengedarkan kosmetik ilegal. Tetapi tetap saja,
masyarakat kurang peka dengan peraturan yang telah dibuat oleh
pemerintah.™
c. Faktor sarana

Bapak Faisal penyidik Polresta Banda Aceh menyebutkan bahwa
sarana yang dimiliki Polresta Banda Aceh vyaitu termasuk kedalamnya

fasilitas kendaraan atau mobil patroli terbatas. Untuk mengadakan patroli di

"Wawancara dengan bapak Faisal, Ba Unit Il Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh,
pada tanggal 22 Juni 2021.
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setiap pasar ataupun toko — toko kosmetik yang dianggap rawan dan

memerlukan pengawasan setiap saat menjadi terhambat dengan kurangnya

fasilitas kendaraan tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan para petugas
tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan penangkapan terhadap
pelaku usaha kosmetik ilegal di wilayah Banda Aceh.

Dalam mengatasi hambatan — hambatan yang ada, maka pihak penyidik
Polresta Banda Aceh mengadakan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Dalam mengatasi kurangnya anggaran yang ada, maka pihak kepolisian
Polresta Banda Aceh akan mengupayakan seoptimal mungkin agar
anggaran yang diperlukan dalam proses penyidikan seimbang.

b. Kepolisian Polresta Banda Aceh senantiasa membenahi diri dengan
mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah
presepsi masyarakat yang selama ini takut dengan keberadaan polisi,
agar masyarakat merasa nyaman dalam hal membuat laporan tindak
pidana.

c. Dalam mengatasi keterbatasan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh
Kepolisian Polresta Banda Aceh, maka langkah yang ditempuh ialah
mengusulkan kepada Kepolisian Polresta Banda Aceh tentang pengadaan
sarana penunjang operasional.

Dengan demikian penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik
ilegal akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.”

Dari penjelasan para responden diatas, penulis berpendapat bahwa pihak
kepolisian Polresta Banda Aceh telah melakukan tahapan penyidikan sesuai
dengan aturan undang-undang yang telah ada, tetapi penegakan hukum yang
dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor
hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota

Banda Aceh seperti faktor anggaran, faktor masyarakat dan faktor sarana. Hal

SWawancara dengan bapak Faisal, Ba Unit Il Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh,
pada tanggal 22 Juni 2021.
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tersebut membuat kosmetik ilegal yang terjadi di kota Banda Aceh masih terus

beredar.

C. Pandangan Hukum Islam Terkait Penegakan Hukum Tingkat
Penyidikan Oleh Polresta Banda Aceh Terhadap Pelaku Usaha
Peredaran Kosmetik llegal

Hukum merupakan suatu peraturan atau norma, dan setiap norma
tersebut harus dijalakan dengan benar. Norma merupakan suatu petunjuk atau
pedoman kepada setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap,
disamping itu juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT

(hablumminallah),  hubungan = manusia  dengan  manusia lainnya

(hablumminannas), dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan.

Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai
kewajiban ummat manusia dalam mentaati norma/peraturan. Sebagaimana
dijelaskan dalam (Q.S. Al-Jasiyyah [45]: 18):7®

%
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Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jasiyyah
[45]: 18)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib menaati peraturan
perundang — undangan Negara selama kewajiban yang dibebankan kepada rakyat
tidak melanggar syara’ dan tidak memerintahkan pada perbuatan yang kufur. Oleh
karnanya di dalam hal ikhwal penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat
penegak hukum dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam atau hukumnya sah
sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan umat).

Dan melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan

8Q.S. Al-Jasiyyah [45]: 18
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hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, hal itu disebabkan setiap rakyat
diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan
Rasul-Nya.”’
Hal itu sebagaimana diterangkan dalam surah An-nisa (QS. An — Nisa’ [4]:
59):78

P
=
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS. An — Nisa’ [4]: 59)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati
pemerintah atau ulil-amri, yaitu harus menaati setiap peraturan pemerintah yang
telah dibuat, selama penegakan hukum tersebut dilakukan dengan adil atau tidak
melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.”

Peredaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan yang melawan
hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penggunanya.
Dalam Islam, Allah melarang perbuatan yang menimbulkan mudharat yang
ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Bahaya peredraan kosmetik ilegal
bisa menyebabkan kerusakan kulit yang parah bagi penggunanya.

Selain itu berdasarkan kaidah figh ad- dhararu (kemudharatan itu harus
dihilangkan) didasarkan pada: (QS. Al-Qashash [28]: 77)°

o VauEa T AT AT Bl W 155

"Moh, Nashirudin S.H.l., M.Hum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Penyeludupan, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. IV No. 2, Agustus, 2014, him. 44.

8QS. An — Nisa’ [4]: 59

Ibid., him 45.

8 QS. Al-Qashash [28]: 77
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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash
[28]: 77)

I

(QS. Al-A“raf [7]: 552
v\:&i.“ v.4 31 ,4.’\ :le-j LG‘“ 5 (ig:/ \ji‘—ST

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A*raf
[7]: 55)
(QS. Al- Baqarah [2]' 195)82

Gl &4 A1 01 s, a7 ) r&xuwvjwwdw\j
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Pengertian ad-dhararu secara terminologi tidak berbeda dengan
pengertian secara etimologi, yaitu “sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi
orang lain”. Perbedaannya dengan W=l adalah jika o« terdapat manfaat bagi
dirinya sedangkan bagi orang lain menimbulkan kerusakan. Berdasarkan
pengertian yang diuraikan di atas kemudharatan di satu sisi adalah sesuatu yang

wajib dihindari. Jadi sangat jelas peredaran kosmetik ilegal sangat dilarang

81.QS. Al-A"raf [7]: 55
82QS. Al-Bagarah [2]: 195
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dalam islam dikarenakan banyak sekali menimbulkan kemudharatan bagi
penggunanya.®®

Penegakan hukum tingkat penyidikan yang dlakukan oleh Polresta
Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, setiap penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
dan memberi mashlahat kepada kepentingan masyarakat banyak maka

diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti sabda Rasulullah:3*

Aaad el sad oy JB S - oy e 1 Lo 2D 5 12 ) R
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Dari Ibnu Umar, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

“bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin

(penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang

tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika

diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah

tersebut dan tidak boleh taat. (HR. Bukhari No. 7144)

Hadits diatas menjelaskan bahwa mengikuti pemimpin atau pemerintah
hukumnya wajib baik dalam keadaan suka maupun tidak suka selama aturan
yang dibuat bukan perbuatan yang menuju kepada hal maksiat.

Kesimpulan yang penulis ambil yaitu penegakan hukum tingkat
penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha
peredaran kosmetik ilegal menurut hukum pidana Islam hukumnya dibolehkan
atau sah dan juga sangat dianjurkan dikarenakan dapat menegakkan keadilan
dan dapat memberi kemashlahatan bagi masyarakat, penegakan hukum tersebut
dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan yang dilakukan

oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

8Sugianto, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa’id al-Fighiyah,
HUMAN FALAH: Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014, UINSU, him. 3.

84Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhus Sholihin, Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘led Al
Hilali, DAR Ibnul Jauzi, Cetakan Pertama, No. 663.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari beberapa bab yang telah penulis uraikan dan
analisis maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik
ilegal oleh penyidik Polresta Banda Aceh merujuk pada ketentuan Pasal
7 Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi masih
saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan
masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum
terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Banda Aceh. Faktor anggaran
kerap sekali menjadi hambatan dalam proses penyidikan dikarenakan
biang pelaku peredaran kosmetik ilegal itu tidak berada di dalam wilayah
Aceh, sehingga untuk pelaku yang berada diluar wilayah Aceh hanya
dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang). Faktor masyarakat juga
menjadi salah satu hambatan dikarenakan kurang peka terhadap hukum
yang telah dibuat oleh pemerintah. ~Kurangnya fasilitas atau sarana
seperti mobil patroli menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh
pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh. Meskipun ada hal-hal yang tidak
diinginkan tetap terjadi diluar pengawasan. Untuk itu diperlukannya
kesadaran pada setiap individu untuk melakukan usaha yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang — undangan agar tidak
merugikan masyarakat maupun negara.

2. Pandangan hukum lIslam terhadap penegakan hukum tingkat penyidikan
yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha
peredaran kosmetik ilegal yaitu sangat dianjurkan dan dibolehkan
dikarenakan dapat menegakkan keadilan dan dapat memberi
kemashlahatan bagi masyarakat, penegakan hukum tersebut dilakukan
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untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan yang dilakukan oleh

pelaku usaha yang tidak jujur.

B. Saran

1. Kepada penyidik Polresta Banda Aceh, diharapkan untuk tetap selalu
optimis dalam menegakkan hukum yang telah ada, baik itu penegakan
hukum terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal atau pun tindak
pidana lainnya.

2. Kepada pelaku usaha seharusnya lebih bijak dalam menjalani suatu
usaha, harus bersikap jujur dan benar sesuai dengan syari’at Islam.

3. Kepada konsumen untuk lebih berhati — hati dalam memilih produk

kosmetik walaupun ditawarkan dengan harga yang sangat murah.
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Lampiran 5 : Daftar Wawancara 1

Daftar wawancara dengan penyidik Polresta Banda Aceh
Bagaimana penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha
peredaran kosmetik ilegal?

Hambatan apa saja yang dialami penyidik polresta Banda Aceh dalam
penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal?

Bagaimana peredaran/jaringan kosmetik ilegal itu sehingga sampai pada
tahap penjualan?

Siapa — siapa saja pihak yang mengedarkan kosmetik ilegal?

5. Dalam menegakkan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, apakah

10.

ada bekerja sama dengan instansi lain?

Faktor apa saja yang menjadikan pelaku itu mengedarkan kosmetik
ilegal?

Sejauh ini, berdasarkan hasil penangkapan pelaku usaha peredaran
kosmetik ilegal apakah semakin meningkat?

Berdasarkan kasus terkait kosmetik ilegal yang bapak tangani, apakah
ada menggunakan modus tertentu dalam penjualannya?

Dari kasus kosmetik ilegal yang terakhir kali ditangani, apa — apa saja
nama produk yang disita oleh penyidik polresta Banda Aceh ?

Dari hambatan — hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum

langkah apa yang pihak Polresta Banda Aceh lakukan?
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Lampiran 6 : Daftar wawancara 2

ORI G

Daftar wawancara dengan Pelaku Usaha (Anonim)
Apa yang melatarbelakangi ibu menjual kosmetik ilegal?
Selain menjual kosmetik ilegal ini, apakah ibu ada pekerjaan lain?
Kalau boleh saya tahu, bagaimana awal mula ibu mnejual kosmetik
ilegal ini?
Berapakah keuntungan yang ibu dapatkan dari menjual kosmetik ilegal
itu?
Apakah ibu tahu bahwa penjualan kosmetik ilegal itu dilarang dan datur
dalam Undang — Undang ?
Dimana sajakah ibu menjual kosmetik ilegal itu?
Jenis produk apa saja yang ibu jual?
Apakah ibu ada bekerja sama dengan team dalam menjual produk ini?
Sudah berapa lama ibu berkecimpung dalam hal menjual kosmetik ilegal

ini?
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